
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 105 TAHUN : 1981 SERI D NO. 101

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pe­
nyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 
secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya 
yang menyangkut bidang lalu lintas dan angkutan 
jalan raya di Jawa Tengah, maka perlu meninjau 
dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan

201

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 105 TAHON : 1981 SERI D NO. 101 

PERATURAN DAERAB PROPINSI DAERAH TJNGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 17 TAHON 1981 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAi.AN RAYA 

PROPlNSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pe­
nyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 
secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya 
yang menyangkut bidang lalu llntas dan angkutan 
jalan raya di Jawa Tengah, maka perlu meninjau 
dan menetapkan kcmbali Susunan Organisasi dan 

201 



— 2 —

Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang 
perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata 
Keija Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut 
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu 
Lintas dari Angkutan Jalan Raya ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 ten­
tang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya 
kepada Daerah Tingkat I ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 
Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organi­
sasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
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Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahon 1974 jo Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 363 Tahon 1977, maka dipandang 
perlo menetapkan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Lalu Untas dan Angkutan Jalan Raya 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut 
dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tcntang Lalu 
Untas dart Angkutan Jalan Raya ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 ten­
tang Penyerahan Urusan Lalo Lintas Jalan Raya 
kepada Daerah Tingkat I ; 

5. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Dacrah; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah dan Wilayah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 
Tahun 1977 tentang Pembcntukan Susunan Organi­
sasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Iawa Tengah; 
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH * 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEM - 
BENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA — KERJA DINAS LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah;

c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Dinas Lalu Lin­
tas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah;

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada di satu atau bebe­
rapa Daerah Tingkat II;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai unsur penunjang 
dari sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang 
melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada di satu atau beberapa 
Daerah Tingkat II.
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH • 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEM · 
BENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA - KERJA DINAS LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pual 1 

Dal&Jn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Gubemur Kopala Daerah adalab Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Dinas Lalu Lin­
tas dan Angkutan Iatan Raya Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa 
Tengah; 

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada di satu atau bebe­
rapa Daerah Tingkat II ; 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Lalo Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai unsur penunjang 
dari sebagian togas Dinas Lalo Llntas dan Angkotan Jalan Raya yang 
melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada di satu atau beberapa 
Daerah Tingkat II. 
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BAB n
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan 
urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga 
Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mempunyai tugas 
pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan raya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas perbantuan dan tugas lain yang diberikan oleh 
Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 
Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan 
serta prosedure perijinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undang-
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BAB II 
KEDUDUKAN, TOGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pual 2 

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan 
urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga 
Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. 

(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur Kepala Daerah. 

Paul 3 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mempunyai tugas 
pokok: 

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan raya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ; 

b. ~elaksanakan tugas perbantuan dan tugas lain yang diberikan oleh 
Gubemur Kepala Daerah. 

Paul 4 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 
Peraturan Daerah ini, Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
mem.punyai fungsi : 

a. Perumusan kebijalcan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan 
serta prosedure perijinan sesuai kcbijakan yang ditetapkan oleh 
Gubemur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undang-
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an yang berlaku ;

b. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok­
nya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Pengurusan Tata Usaha Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya.

BAB ni
ORGANISASI

•
Bagian Pertama 

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Sub Dinas Teknik Kendaraan ;

d. Sub Dinas Lalu Lintas ;

e. Sub Dinas Angkutan Antar Kota ;

f. Sub Dinas Angkutan Kota ;

g. Sub Dinas Bina Program ;

h. Cabang Dinas;
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an yang berlaku ; 

b. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok­
nya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan ofeh Gubemur Kepala 
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Pengurusan Tata Usaha Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya. 

BAB m 
ORGANISASI 

• 
BapmPertama 

Suaaan Orpnllasl 

Paul S 

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya terdiri dari : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Bagian Tata Usaha ; 

c. Sub Dinas Teknik Kendaraan; 

d. Sub Dinas Lalu Lintas ; 

e. Sub Dinas Angkutan Antar Kota ; 

f. Sub Dinas Angkutan Kota ; 

g. Sub Dinas Bina Program ; 

h. Cabang Dinas ; 
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i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian dan 
masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Cabang Dinas masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya.

Bagian Kedua 
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mempunyai 
tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat- 
menyurat, menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta 
menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah 
tangga, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan 
Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
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i. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari S (lima) Sub Bagian dan 
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(3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Cabang Dinas masing­
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya. 
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Pasal 6 

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mempunyai 
tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 7 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat­
menyurat, menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta 
menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan 
pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah 
tangga, pengumpulan data dan penyusunan laporan. 

Pasal 8 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan 
Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
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a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, peng­
gandaan dan ekspedisi;

b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

d. Pelaksanaan pengurusan perlengkapan dan perawatan materiil;

e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang pelaksanaan tugas ;

f. Penyusunan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi, 
edaran, pengumuman dan menghimpunan peraturan perundang- 
undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya ;

g. Penyusunan rencana program ketatalaksanaan serta menyusun 
laporan ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

d. Sub Bagian Perlengkapan ;

e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Sub-sub Bagian sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
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a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, peng-

gandaan dan ekspedisi ; 

b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; 

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

d. Pelaksanaan pengurusan perlengkapan dan perawatan materiil; 

e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang pelaksanaan tugas ; 

f. Penyusunan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi, 

edaran, pengumuman dan menghimpunan peraturan perundang­

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya ; 

g. Penyusunan rencana . program ketatalaksanaan serta menyusun 

laporan; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

Pual 9 

( 1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum ; 

b. Sub Bagian Kepegawaian ; 

c. Sub Bagian Keuangan ; 

d. Sub Bagian Perlengkapan; 

e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana. 

(2) Sub-sub Bagian sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini masing­

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 
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Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat- 
menyurat, kearsipan, ekspedisi, dokumentasi, penggandaan, rumah 
tangga, kepustakaan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan 
protokol.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelo­
laan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelola­
an keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penge­
lolaan perlengkapan.

Pasal 14

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta menyusun 
pola ketatalaksanaan ;

b. Menyusun laporan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

c. Menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan 
menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan de­
ngan tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
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Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat­
menyurat, kearsipan, ekspedisi, dokumentasi, penggandaan, rumah 
tangga, kepustakaan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan 
protokol. 

Paul 11 

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelo­
laan kepegawaian. 

Paul 12 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelola­
an keuangan. 

Paul 13 

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penge­
lolaan perlengkapan. 

Paul 14 

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta menyusun 
pola ketatalaksanaan ; 

b. Menyusun laporan Dinas Latu Llntas dan Angkutan Jalan Raya ; 

c. Menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan 
menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan de­
ngan tugas Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 
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Bagian Keempat 
Sub Dinas Teknis Kendaraan

Pasal 15

Sub Dinas Teknis Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di 
bidang pembinaan teknik kendaraan bermotor berdasarkan kebijakan 
teknik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Teknik Kendaraan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknik tentang ketentuan-ketentuan persyarat­
an yang harus dimiliki setiap pimilik kendaraan wajib uji sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Pemberian petunjuk teknik, pengarahan, pengendalian dan peng - 
awasan pada bidang teknis perbekalan serta perusahaan pembuat 
karoseri;

c. Pemberian petunjuk teknis dan pengendalian tentang perawatan dan 
pemeliharaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perun­
dang-undangan yang berlaku;

d. Pengawasan dan Pengendalian suku cadang ;

e. Penyelenggaraan dan pengendalian registrasi serta inventarisasi 
kendaraan bermotor.
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Bqlan Keempat 
Sub Dbtu Teknla Kendarua 

Pual IS 

Sub Dinas Teknis Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Latu Untas dan Angkutan Jalan Raya di 
bidang pembinaan teknik kendaraan bermotor berdasarkan kebijakan 

· teknik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya. 

Pual 16 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Teknik Kendaraan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan petunjuk teknik tentang ketentuan-ketentuan persyarat­
an yang harus dimiliki setiap pimilik kendaraan wajib uji sesuai 
dengan peraturan pe(Undang-undangan yang berlaku ; 

b. Pemberian petunjuk teknik, pengarahan, pengendalian dan peng -
awasan pada bidang teknis perbekalan serta perusahaan pembuat 
karoseri; 

c. Pemberian petunjuk teknis dan pengendalian tentang perawatan dan 
pemeliharaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perun­
dang-undangan yang berlaku ; 

d. Pengawasan dan Pengendalian suku cadang ; 

e. Penyelenggaraan dan pengendalian registrasi scrta inventarisasi 
kendaraan bermotor. 
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Pasal 17

(1) Sub Dinas Teknik Kendaraan terdiri dari:

a. Seksi Teknik Perawatan dan Pemeliharaan ;

b. Seksi Registrasi dan inventarisasi Kendaraan ;

c. Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Teknik 
Kendaraan.

Pasal 18

Seksi Teknik Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan jasa 
perbengkelan, perusahaan pembuat karoseri dan suku cadang.

Pasal 19

Seksi Regitrasi dan Inventarisasi Kendaraan mempunyai tugas 
melaksanakan registrasi serta inventarisasi kendaraan.

Pasal 20

Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas 
melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis konstruksi kenda - 
raan bermotor, menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh pemilik kendaraan wajib uji.
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Paal 17 

(1) Sub Dinas Teknik Kendaraan terdiri dari: 

a. Seksi Teknik Perawatan dan Pemeliharaan ; 

b. Seksi Registrasi dan inventarisasi Kendaraan ; 

c. Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Teknik 
Kendaraan. 

Paul 18 

Seksi Teknik Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan jasa 
perbengkelan, perusahaan pembuat karoseri dan suku cadang. 

Paul 19 

Seksi Regitrasi dan Inventarisasi Kendaraan mempunyai tugas 
melaksanakan registrasi serta inventarisasi kendaraan. 

Pual 20 

Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas 
melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis konstruksi kenda -
raan bermotor, menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh pemilik kendaraan wajib uji. 
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Bagian Kelima 
Sub Dinas Lalu Lintas

Pasal 21

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di bidang 
pembinaan kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta 
pembinaan terhadap pemakai jalan berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 22

Untuk menyelengarakan tugas tersebut dalam pasal 21 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana operasional ketertiban dan kelancaran lalu 
lintas angkutan orang dan barang, serta pengamanan jalan dan 
jembatan ;

b. Penelitian dan penyelidikan teknis sebab-sebab terjadinya kecelakaan 
lalu lintas ;

c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan peraturan 
per jndang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan raya ;

d. penyelenggaraan inventarisasi dan registrasi pemegang surat izin 
pengemudi umum, penyuluhan dan atau pembinaan sekolah 
mengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :

a. Seksi Pengaturan dan Pengamanan ;
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BapanKellma 
Sub Dbl• Lalu Lint.. 

Paul 21 

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di bidang 
pembinaan kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu llntas serta 
pembinaan terhadap pemakai jalan berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

Untuk menyelengarakan tugas tersebut dalam pasal 21 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi ; 

a. Penyusunan rencana operasional ketertiban dan kelancaran lalu 
llntas angkutan orang dan barang, serta pengamanan jalan dan 
jembatan; 

b. Penelitian dan penyelidikan teknis sebab-sebab terjadinya kecelakaan 
lalu lintas ; 

c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan peraturan 
per,mdang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan raya ; 

d. penyelenggaraan inventarisasi dan registrasi pemegang surat izin 
pengemudi umum, penyuluhan dan atau pembinaan sekolah 
mengemudi kendaraan bermotor. 

P...i23 

(1) Sub Dinas Latu Lintas terdiri dari 

a. Seksi Pengaturan dan Pengamanan ; 
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b. Seksi Penyuluhan dan pembinaan ;

c. Seksi Pengendalian Teknik Lalu Lintas.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

Pasal 24

Seksi Pengaturan dan Pengamanan mempunyai tugas menyiapkan 
rencana dan program pengaturan jalur-jalur dan atau jaringan lalu 
lintas, penempatan dan pengamanan rambu-rambu, lampu lalu lintas, 
serta meneliti sebab-sebab teijadinya kecelakaan lalu lintas.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyuluhan dan atau pembinaan terhadap sekolah-sekolah mengemudi, 
sekolah-sekolah umum dan organisasi lainnya serta melakukan 
inventarisasi pemegang surat izin mengemudi umum.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun 
petunjuk teknik operasional pengawasan atas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Bagian Keenam 
Sub Dinas Angkutan Antar Kota

Pasal 27

Sub Dinas Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan
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b. Seksi Penyuluhan dan pembinaan ~ 

c. Seksi Pengendalian Teknik Lalu Lintas. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas. 

Pual 24 

Seksi Pengaturan dan Pengamanan mempunyai tugas menyiapkan 
rencana dan program pengaturan jalur-jalur dan atau jaringan lalu 
lintas, penempatan dan pengamanan rambu-r.ambu, lampu lalu lintas, 
serta meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Pual 25 

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyuluhan dan atau pembinaan terhadap sekolah-sekolah mengemudi, 
sekolah-sekolah umum dan organisasi lainnya serta melakukan 
inventarisasi pemegang .surat izin mengemudi umum. 

Pual 26 

Seksi Pengendalian Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun 
petunjuk teknik operasional pengawasan atas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

BaalanKemam 
Sab Dlnu Aqlmtu Antu Kota 

Pual27 

Sub Dinas Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan 
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sebagian pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di bidang 
pengaturan dan pembinaan angkutan antar kota dan terminal 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 27 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Angkutan Antar Kota mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana operasional pembinaan dan pengendalian 
perusahaan angkutan orang maupun barang antar kota ;

b. penyusunan pola angkutan dan pengaturannya pada jalur-jalur dan 
jaringan lalu lintas ;

c. pemberian petunjuk teknis dan pengendalian terminal.

Pasal 29

(1) Sub Dinas Angkutan Antar Kota terdiri dari:

a. Seksi Angkutan Orang ;

b. Seksi Angkutan Barang ;

c. Seksi Terminal Antar Kota.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan 
Antar Kota.

Pasal 30

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
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sebagian pokok Dinas Lalu Untas dan Angkutan Jalan Raya di bidang 
pengaturan dan pembinaan angkutan antar kota dan terminal 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu 
Llntas dan Angkutan Jalan Raya. 

Pual 28 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 27 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Angkutan Antar Kota mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional pembinaan dan pengendalian 
perusahaan angkutan orang maupun barang antar kota : 

b. penyusunan pola angkutan dan pengaturannya pada jalur-jalur dan 
jaringan lalu lintas ; 

c. pemberian petunjuk teknis dan pengendalian terminal. 

Paul 29 

(1) Sub Dinas Angkutan Antar Kota terdiri dari : 

a. Seksi Angkutan Orang; 

b. Seksi Angkutan Barang ; 

c. Seksi Terminal Antar Kota. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan 
Antar Kota. 

Paul 30 

~ 
Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
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dan pengendalian perusahaan angkutan orang, melaksanakan perijinan 
pengaturan angkutan orang pada jalur-jalur dan jaringan lalu lintas, 
menyusun jam peijalanan mobil bus dan tarip angkutan orang.

Pasal 31

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan pembina­
an dan pengendalian perusahaan angkutan barang, pelaksanaan 
perijinan pengaturan angkutan barang pada jalur-jalur dan jaringan lalu 
lintas dan menyusun tarip angkutan barang.

Pasal 32

Seksi Terminal Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan operasional dan pengelolaan terminal, menyelenggarakan 
tata tertib di lingkungan terminal antar kota.

Bagian Ketujuh 
Sub Dinas Angkutan Kota

Pasal 33

Sub Dinas Angkutan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya di 
bidang pembinaan dan pengaturan sistim angkutan kota, dan terminal 
angkutan kota berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 33 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Angkutan Kota mempunyai fungsi:

a. penyusunan sistim angkutan kota ;
b. penyusunan sistim lalu lintas kota ;
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dan pengendalian perusahaan angkutan orang, melaksanakan perljinan 
pengaturan angkutan orang pada jalur-jalur dan jaringan lalu lintas, 
menyusun jam perjalanan mobil bus dan tarip angkutan orang. 

Pual 31 

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan pembina­
an dan pengendalian perusahaan angkutan barang, pelaksanaan 
perijinan pengaturan angkutan barang pada jalur-jalur dan jaringan lalu 
lintas dan menyusun tarip angkutan barang. 

Pual 32 

Seksi Terminal Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan operasional dan pengelolaan terminal, menyelenggarakan 
tata tertib di lingkungan terminal antar kota. 

BqianKet1\fuh 
Sub Dlnu Angkutan Kota 

Pual 33 

Sub Dinas Angkutan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya di 
bidang pembinaan dan pengaturan sistim angkutan kota, dan terminal 
angkutan kota berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

Pual 34 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 33 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Angkutan Kota mempunyai fungsi : 

a. penyusunan sistim angkutan kota; 

b. penyusunan sistim lalu lintas k:ota ; 
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c. penelaahan perkembangan kota-kota ;

d. penyusunan kebutuhan alat angkutan kota ;

e. pembinaan penyelenggaraan angkutan kota.

Pasal 35

(1) Sub Dinas Angkutan Kota terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Kota ;

b. Seksi Pembinaan Angkutan Kota;

c. Seksi Terminal Angkutan Kota.

(2) Seksi-seksi sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Kota.

Pasal 36

Seksi Lalu Lintas Angkutan kota mempunyai tugas menelaah 
perkembangan tata kota dan menyusun rencana sistim angkutan kota.

Pasal 37

Seksi Pembinaan Angkutan mempunyai tugas mengadakan pembi­
naan penyelenggaraan angkutan kota dan pengendalian pengaturan 
pada jalur-jalur dan jaringan lalu lintas angkutan kota dan pengendali­
an sarana angkutan kota.

Pasal 38

Seksi Terminal Angkutan kota mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan penempatan tempat-tempat pemberhentian sementara dan 
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c. penelaahan perkembangan kota-kota; 

d. penyusunan kebutuhan alat angkutan kota ; 

e. pembinaan penyelenggaraan angkutan kota. 

Pual 35 

(1) Sub Dinas Angkutan Kota terdiri dari : 

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Kota ; 

b. Seksi Pembinaan Angkutan Kota; 

c. Seksi Terminal Angkutan Kota. 

(2) Seksi-seksi sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal 1m masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung' jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Kota. 

Paul 36 

Seksi Lalu Lintas Angkutan kota mempunyai tugas menelaah 
perkembangan tata kota dan menyusun rencana sistim angkutan kota. 

Pual '37 

Seksi Pembinaan Angkutan mernpunyai tugas rnengadakan pembi· 
naan penyelenggaraan angkutan kota dan pengendalian pengaturan 
pada jalur-jalur dan jaringan lalu lintas angkutan kota dan pengendali· 
an sarana angkutan kota. 

Pual 38 

Seksi Terminal Angkutan kota mempunyai tugas melatsanakan 
pengelolaan penempatan tempat-tempat pemberhentian sementara dan 
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memberikan petunjuk teknis penempatan lokasi terminal angkutan 
kota.

Bagian Kedelapan 
Sub Dinas Bina Program

Pasal 39

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di 
bidang penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pengendali­
an, evaluasi serta penelitian dan pengembangan tugas Dinas sesutu 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Raya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 39 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana dan program Dinas;

b. mengadakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan program ;

c. melakukan penelitian dan pengembangan program Dinas ;

d. mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
program.

Pasal 41

(1) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan ;

b. Seksi Pengendalian ;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
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memberikan petunjuk teknis penempatan lokasi terminal angkutan 
kota. 

BaaianKedellpan 
Sub Dina Bina Propam 

Pual 39 

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas pokok Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di 
bidang penyusunan rencana dan program kerja. melakukan pengendali­
an, evaluasi serta penelitian dan pengembangan tugas Dinas sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Llntas dan 
Angkutan Jalan Raya. 

Paal 40 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 39 Peraturan 
Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana dan program Dinas ; 

b. mengadakan pengendallan dan evaluasi basil pelaksanaan program ; 

c. melakukan penelitian dan pengembangan program Dinas ; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan basil pelaksanaan 
program. 

, .... 41 

(1) Sub Dinas Bina Program terdiri dari 

a. Seksi Perencanaan ; 

b. Sekli Pengendallan ; 
c. Seksi Evaluasi dan Pclaporan. 
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 42

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa 
data dan menyusun rencana dan program kerja Dinas beserta 
anggarannya.

Pasal 43

Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian 
terhadap jalannya semua tugas dinas baik teknis maupun administratip 
agar berdaya dan berhasil guna.

Pasal 44

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menganalisa dan mengolah data kegiatan Dinas yang telah diselesai­
kan untuk disajikan dalam rangka membuat evaluasi ;

b. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 45

Susunan Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknik Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman 
Menteri Dalam Negeri.
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(2) Scksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program. 

Paul 42 

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengum.pulkan, menganallsa 
data dan menyusun rencana dan program kerja Dinas beserta 
anggarannya. 

Paul 43 

Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian 
terhadap jalannya semua tugas dinas baik teknis maupun administratip 
agar berdaya dan berhasil guna. 

Paul 44 

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menganalisa dan mengolah data kegiatan Dinas yang telah diselesai­
kan untuk disajikan dalam rangka membuat evaluasi ; 

b. menyusun laporan basil pelaksanaan rencana dan program kerja. 

BqlanKelembDan 

Cabana Dlnu clan Unit Pelakaana Teknh Dlnu 

Paul 45 

Susunan Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknik Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman 
Menteri Dalam Negeri. 
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Raya, Kepala Bagian dan para Kepala Sub Dinas, wajib 
menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing 
maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah 
serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bertanggungjawab memimpin dan 
mengkordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari 
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BAB IV 

TATA KERJA 

P..i 46 

Kepala Dinas Lalo Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubemur Kepala Daerah. 

Pual '1 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Latu Lintas dan 
Angkutan Jalan Raya, Kepala Bagian dan para Kepala Sub Dinas, wajib 
menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing 
maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah 
serta dengan lnstansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

Pual 48 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas 
Lalu Llntas dan Angkutan Jalan Raya bertanggungjawab memimpin dan 
mengkordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari 
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bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
bawahannya.

Pasal 49

Para Kepala Sub Dinas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun 
laporan berkala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasanya 
tembusan laporan disampikan pula kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan keija.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi 
dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 
mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran. Yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
bawahannya. 

Pual 49 

Para Kepala Sub Dinas pada Dinas Lalu Llntas dan Angkutan 
Jalan Raya menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Latu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun 
laporan berkala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

Pual 50 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasanya 
tembusan laporan disampikan pula kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pual 51 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi 
dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 
mengadakan rapat berkala. 

Pallll 52 

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran. Yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepagawaian 
diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diangkat 
dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

(2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya. Pengaturannya diserahkan kepada Gubernur 
Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dibentuk sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah ini.
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BAB V 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

P•al 53 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepagawaian 
diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

P•al 54 

(1) Kepala Dinas Lalu Untas dan Angkutan Jalan Raya diangkat 
dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah ; 

(2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya . 

.... ss 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya. Pengaturannya diserahkan kepada Gubemur 
Kepala Daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pual S6 

Dinas Lalu Untas dan Angkutan Jalan Raya yang dibentuk sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

220 



- 21 -

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan 
perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyata* 
kan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 4 Juni 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH;

ttd.

SOEPARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

WAKIL KETUA,

ttd.

J. MOELYONO.
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Paul 57 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan 
perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyata­
kan tidak berlaku. 

Paul 58 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Semarang, 4 Juni 1981. 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH ; 

ttd. 

SOEPAR DJ 0. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

WAKIL KETUA, 

ttd. 

J. MOEIYONO. 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya 
tanggal 5 Nopember 1981 No. 061.133 - 753.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 
Jawa Tengah Nomor 105 tanggal 1 Desember Tahun 1981 Seri D No. 
101.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ;

ttd.

SOEPARNO.
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Disahkan oleh Menterl Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya 
tanggal 5 Nopember 1981 No. 061.133 • 753. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 105 tanggal 1 Desember Tahun 1981 Seri D No. 
101. 
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Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah; 

ttd. 

SOEPARNO. 
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 
tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah 
Tingkat I, maka untuk menampung urusan tersebut di Jawa 
Tengah telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Lapangan Tugas 
Dinas Lalu Lintas Jalan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 
18 Juli 1966 Nomor H.U. 7/2/1.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya- 
guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang lalu- 
lintas dan angkutan jalan raya di Jawa Tengah, maka perlu 
meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan 
Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Untuk maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 49 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu 
menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya dengan Peraturan Daerah.
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR 17 TAHON 1981 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM : 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 
tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah 
Tingkat I, maka untuk menampung urusan tersebut di Jawa 
Tengah telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Lapangan Tugas 
Dinas Lalu Lintas Jalan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 
18 Juli 1966 Nomor H.U. 7/2/1. 

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun·an secara berdaya­
guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang lalu­
lintas dan angkutan jalan raya di Jawa Tengah, malta perlu 
meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan 
Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Untuk maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 49 
Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 jo Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu 
menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya dengan Peraturu Daerah. 
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D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 Susunan Organisasi ini adalah suatu pencer­
minan dari sebagian urusan yang diserahkan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan 
dalam rangka Otonomi Daerah serta dalam 
usaha pengembangan tugas dan fungsi Dinas 
agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 Pengelolaan dalam arti penyelenggaraan se -
cara administratif.
Ketatalaksanaan adalah usaha untuk me 
ngembangkan sistim, methode dan prosedure 
kerja untuk mencapai efisiensi.

Pasal 8 s/d 10 Cukup jelas.

Pasal 11 : Pengelolaan kepegawaian ini meliputi peren­
canaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pe­
ngangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, mutasi, pemberhentian, pengem­
bangan karier, kesejahteraan pegawai dan 
peningkatan ketrampilan pegawai.

Pasal 12 : Pengelolaan keuangan ini meliputi penyusun­
an anggaran beaya routine, pendapatan, 
pembukuan dan pertanggung jawaban ke - 
uangan.

Pasal 13 Pengelolaan perlengkapan meliputi perenca­
naan kebutuhan barang, pengadaan, penyim­
panan dan pemeliharaan, pengeluaran dan 
penghapusan barang inventaris.
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D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasat 1 s/d 4 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasal 7 

Pasal 8 s/d 10 

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Susunan Organisasi ini adalah suatu pencer­
minan dari sebagian urusan yang diserahkan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan 
dalam rangka Otonomi Daerah serta dalam 
usaha pengembangan tugas dan fungsi Dinas 
agar berdaya guna dan berhasil guna. 

Cukup jelas. 

Pengelolaan dalam arti penyelenggaraan se -
cara administratif. 
Ketatalaksanaan adalah usaha untuk me 
ngembangkan sistim, methode dan prosedure 
kerja untuk mencapai efisiensi. 

Cukupjel~. 

Pengelolaan kepegawaian ini meliputi peren­
canaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pe· 
ngangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, mutasi, pemberhentian, pengem­
bangan karier, kesejahteraan pegawai dan 
peningkatan ketrampllan pegawai. 

Pengelolaan keuangan ini meliputi penyusun­
an anggaran beaya routine; pendapatan, 
pembukuan dan pertanggung jawaban ke -
uangan. 

Pengelolaan perlengkapan meliputi perenca­
naan kebutuhan barang, pengadaan, penyim­
panan dan pemeliharaan, pengeluaran dan 
penghapusan barang inventarls. 
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Pasal 14 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 Sub Dinas Angkutan Kota dimaksud dalam 
pasal ini adalah sejalan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 47 Tahun 1979, Keputusan 
Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1981 
Nomor 551 - 390 dan Surat Gubernur Kepala 
Daerah tanggal 5 Juli 1980 Nomor 061.1/13374.

Pasal 34 s/d 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 a. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Keputus­
an Menteri Dalam Negeri Nomor 363 
Tahun 1977, dimungkinkan pembentukan 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas yang meliputi Wilayah keija di satu 
atau beberapa Daerah Tingkat H.

b. Sebelum pedoman dari Menteri Dalam 
Negeri tersebut keluar, maka Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
yang sekarang ada sementara masih tetap 
berlaku.

Pasal 46 s/d 58 Cukup jelas.
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Cukup jelas. 

Sub Dinas Angkutan Kota dimaksud dalam 
pasal ini adalah sejalan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 47 Tahun 1979, Keputusan 
Mentcri Dalam Negcri tanggal 7 Agustus 1981 
Nomor 551 • 390 dan Surat Gubemur Kepala 
Daerah tanggal S Juli 1980 Nomor 061.1/13374. 

Cukup jelas. 

a. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Keputus­
an Menteri Dalam Negeri Nomor 363 
Tahun 1977, dimungldnkan pembentukan 
Cabang Dinas clan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas yang meliputi Wilayah kerja di satu 
atau beberapa Daerah Tingkat II. 

b. Sebelum pedoman dari Menteri Dalam 
Negeri tersebut keluar, maka Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
yang sekarang ada sementara masih tetap 
berlaku. 

Cukup jelas. 


